
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PltRATURAII BUPATl PA!IGKAJE11£ DAll KSPULAUA!I 
IIOMOR iJ TAHUll 2016 

TEIITA!IG 
BlAYA RUMAH TA!IOOA DAii BlAYA pJtllUIIJAllQ OPERASIOIIAL 

BUPATl DAN WAKlL BUPATl 
KABUPATEII PAllGKAJElllt DAll KSPULAUA!I 

DEIIGA!I RAHMAT TUHAII YANG MAHA ESA 
BUPATI PA!IGKAJEIIE DA!I KEPULAUAII, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa bcrdasarkan Pasal 8 huruf a dan buruf h 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Kcuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya rumah 
tangga dan biaya penunjang operasional dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tuges; 

b. bahwa agar biaya rumah tangga dan biaya penunjang 
operasiona.l sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat 
dimanfaatkan eecara optimal, perlu dilaku kan pengelolaan 
secei:a te�b, taat pada peraturan pcrundang-undangan, 
efektif, efieien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab 
dcngan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan 
kemanfaatan; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a d� huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang biaya rumah tangga d bi . . an raya penunjang operusional Bupati dan Wakil Bupnfr 

1. Undang-Undang Nomor 29 T�hun l959 
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di ste,ntan� (Lembara N I U awesr n egara Republik Indonesia Tahun 1959 No 
74, Tambahan Lembar N . mor 1822) ; an egara Republik Indonesia Nomor 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih d tentang 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lcmbar :1 Bebas dari Indonesia 'l'ahun 1999 N an cgara Republik Ne ara . omor 75, Tambahan Lembamn g Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 T 
Negara (Lembaran Ne ara R . cntang Keuangan Nomor 47 Tambah � - epublik Indonesia Tahun 2003 ' an L,Cmbaran Negar R Nomor 4286); a epublik Indonesia 

4. Undang - Undang N Perbendaharaan N omor 1 Tahun 2004 tcntang 
egara (Lembaran Ne Indonesia Tahun 2004 N gara Republik 

N omor 05 Tambahan Le bar 
egara Republik Indonesia Nnmor 4�SS); m an 



5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusal dan 
Pemerintahan Daerah (Lembo.ran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pcmbentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia To.hun 2011 Nomor 82, 
Tambo.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembarnn Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebaga.imana telah diubah 
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Nego.ra Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemcrinwh Nomor 109 To.hun 2000 tentang 
Kcdudukan Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lemba.ran Negara Republilc 
Indonesia Nemer 4028); 

10. Pcraturan Pcmerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pcmbinaan dan Pengawasan atas Pcnyelengaraan 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tamhahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemcrinlah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Kcuangan Dnerah (Lembo.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
1..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, 
sebagaimana tclah diubah etas Peratura.n Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara. Rcpublik 
Indonesia Ta.hun 2010 Nomor 110, Tambo.han Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndone&a Tah\Ul 2005 Nomor 140, Tambo.han Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pclaporan Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pcmerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2006 Nomor 
25, Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan ant.ara Pemerintah, 
Pemerintah DaellUl Provinsi den Pemerintnh Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negnro. 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolnan Uo.ng NegMa/Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesifl Ttthun 2007 Nomor 89 Tambahnn Lembnron 
Negara Republik Indonesia Nomor 474 l); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negs.1'"8 Republik Indonesia Nomor 4890); 

18. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pcngclolaan Keuangan Oaerah, 
scbageimana telah diubah pertama dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 kedua dengan 
Peraturan Menteri daJam Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 

(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
19.Pere.ruran Menteri Dalam Negeri Rcpublik Indonesia Nomor 

52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Deerah Tahun Anggaran 2016 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajcnc Dan Kepulauan 
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Orgnniootii dan To.ta Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli 
Pemerintah Kabupaten Pangkajenc Dan Kepualuan 
(Lcmbaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana 
telnh diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangkajcnc dan Kcpulauan Nomor 3 Ttlhun 2009 kedua 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajcnc dan Kepulauan 
Nomor I Tahun 2014 ( U:mbaran Daerah Tahun 2014 
Nomor 1); 

21. Peraturan Dae rah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 11  Tahun 2007 tentang Orgi,misasi dan Tata Kcrja 

Dinas Dacrah Pemerintah Kabupatcn Pangkajene dan 
KepuJauan (Lcmba.ran Dacrah Tahun 2007 Nornor 11) 
sebagaimnna telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Pangkajcne dan Kcpulauan Nomor 7 Tahun 
2012 ketiga dengan Peraturan Dacrah Kabupetcn 
Pangkajcne dan Kcpulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lcmbaran 
Daemh Tahun 2014 Nomor 2); 

22. Pcraturan Daeroh Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan 
Nomor 12 Tahun 2007 tcntang Organisa.si dan Tata Kt."lja 
Lcmbaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupa.ten Pangkajcne 
Dan Kepulauan (l.embaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) 



sebagaimana tclah diubah dcngan Peraturan Oacrah 
Kabupalcn Pangkajcnc Dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 
2014 (Lembantn Oacrah Ta.bun 2014 Nomor 3); 

23. Pcraturan Daerah Kabupatcn Pangkajcnc dan Kcpulauan 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan 
Keuang.an Dacrah (Lembruan Dacrah Tahun 2008 Nomor 
11); 

IIEMUTOBKAJI : 

Menetapkan 
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAVA RUMAH TANGGA 
DAN BIAVA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULA.UAN 

BABI 

KETBXTUAlf UJIUM 

Pasal 1 

Dalam Pero.turan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajcne dan Kcpulauan; 
2. Pemerintah Dacrah adelah Bupati dan Perangkttt Daerah Scbugru Unsur 

Penyclcnggara Pemcrintah Dacrah; 
3. PemcrintJlhan Daerah adalah pcnyclenggo.ra urusan pcmcrintahnn oleh 

Pemcrintah Dacrah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantua.n 
dcngan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 
Kesetuan Rcpublilc Indonesia scbugaimana dimaksud daJam Undang-Und1mg 
Do.sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

4. Bupat.i adalah Bupati Pangkajcne dan Kepulauan; 
5. Sckretaris Daerah edalah Sckrctaris Dacmh Kabupstcn Pangko.jcnc dan 

Kepulauan; 
6. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang 8Clanjutnya disebut DPRD adalah 

Lcmbnga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyclcnggara 
pemerintahan daerah; 

7. Biaya rumah tangga adalah biaya yang dipcrgunakan untuk membiayai 
kcgiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati; 

8. Biaya pcnunjan15: opera8ional edaJah biaya wituk mendulrung pclaksanaan 
tugas Bupati dan Wak:il Bupati. 

BAB U  

PEIIGA.NGGARAN' 

8AG1AN KESA1\J 
Biaya Rumah Tangga 

Pasal 2 

Pcnganggamn biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupu.i dilcelom kan 
delam belanja lnngsung yang diuraHwn berdasarkan jcrtia bclanJ·a b�g dank• jasa. 



Pasal 3 

Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupalen Pangkajene 

clan Kepuluan. 

Pasal 4 

Besamya biaya rumah umgga Bupati dan Wakil Bupati ditctapkan sccara 

proporsional dan memperhetikan kemampuan keuangan daerah. 

BAGIAN KEDUA 

Biaya Penunjang Opcrasional 

Pasal 5 

Penganggara:n biay:1 penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati 
dikelompokkan ke dalam belnnjo. tidak langsung yang diuraikan berdasarkan 

jenis belanja pegawai. 

Pasal 6 

Bio.ya penunjang operasional Bupa.ti dan Wakil Bupati dituangkan pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Daerah Bupati dan 

Wakil Bupati. 
Pasal 7 

Besamya biaya penunjMg operestona! Bupati den WakiJ Bupo.ti ditetapkan 
be«l.asarkan klasifikasi dan realisasi Pcndapatan Asli Oaerah sebagai berikut : 
a. Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paJing rendah Rp. 

125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi scbeser 
3 % (tiga per seratus). 

b. Diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lizna milyar rupiah} sarnpai dengan Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling ringgi sebeear 2 % {dua per 
seratus). 

c. Diatas Rp. l0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dcngan Rp. 
20.000.000.000,00 (duo. puluh milynr rupiah) paling rendah Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pa.ling tinggi scbesar 1,5 % (satu 
koma lima per seratus). 

d. Diatas Rp. 20.000.000.000,00 (dua pu1uh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pl:l.ling tinggi ecbeeer 0,80 % fnol 
koma delapan puluh per scratus). 

e. Diatas Rp. 50.000.000.000,00 (limo. puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 
150.000.000.000,00 (seratus lima pu1uh milyar rupiah) paling rendah Rp. 
400.000.000,00 [ernpat ratus jut.a rupiah) dan paling tinggi. sebcsar 0,40 % 

(nol koma empat puluh per seratus). 
r. Diatas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling 

rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus jut.a rupiah) dan paling tinggi. sebesar 
0,15 % (no! koma lima betas per scra.tus}. 



Pasal 8 

Oalam ha1 realisasi Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran telah 
tercapai atau melampaui target. sedangkan biaya penunjang operasional Bupati 
dan Wakil Bupati belum terserap dan/atau belum cukup teranggarkan pada 
tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional 
Bupati dan Wald.I Bupati dapat diserap dan/atau dianggarkan pad.a tahun 
anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 9 

Sekret.aris Daerah sebaga.i Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun 
anggaran biaya penunjang operasiona1 Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan 
ketentuan sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 7. 

BABDI 

PElfGltLOLAAN DAii PERTAIIGGUlfGJAWABAN 

BAGIAN KESATU 

Biaya Rumah Tangga 

Pasal 10 

Pengelolaan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh 
Sekrctaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 11 

Biaya rumah t.angga Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mcnunjang 
kebutuhan minimal terselenggaranya rum.ah tangga Bupati dan Wakil Bupati. 

Pasal 12 

Pcmbagian alokasi biaya rumah tangga antara Bupati dan Wakil Bupati 

ditctapkan dengan proporsi Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) 
sctiap bulan untuk menunjang tersdenggaranya rumah tangga Bupati dan Rp. 
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sctiap bulan untuk menunjang 
terselenggaranya rumah tangga Wakil Bupe.ti berdasarlcan dana yang tersedia 
dalam Anggaran Pendape.lan dan Belanja Oaerah setiap tahunnya. 

BAGIAN KEDUA 

Biaya Pcnunjang Operasional 

Pasal 13 

Pcngelolaan biaya pcnunjang opcrasional Bupa.ti dan Wakil Bupati dilaksanakan 
oleh Sekrctaris Dacrah dcngan berpedoman pada ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 



Pasal 14 

Biaya. penunja.ng operasionaJ Bupati da.n Wakil Bupati dipergun.akan untuk 
mendukung pclaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut : 
a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga- 

lcmbaga lainnya; 
b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; 
c. pengamanan wilayah; 
d. promosi daerah tcrkait dengan program kegiatan Pcmerintah Daerah; 
e. kt!gi.atan kcncgaraan dan protoko\cr tainnya; dan 
f. sumbangan kcpada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan 

social kernasyarakatan. 

Pasal 15 

Pcmbagio.n alokaei biaya pe.nWljang operaaional antara Bupo.ti dan Wakil Bupati 
ditctapkan dengan prcporei 60 % (enam puluh per scratus) untuk mendukung 
pelaksanaan tugas Bupati dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk 
mendukung pelaksanaan tugas Wakil Bupati. 

Pasal 16 

Pcnyu�unan, pe�sa.naan, Le.ta usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban biaya 
penunjang operaslonal Bupati dan Wakil Bupati dipersamaka.n dengan belanja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

BAB IV 

KETEKTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupe.ti i.ni mulai bcrlaku pede tanggol diundangkan 

Agar �ti�p orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati uu dcngan pencmpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan KepuJauan. 

Diundangkan di pangkajene 
pada ggaJ 

SE:�rr 

I 

Ditetapkan di Pangkajcne 
pada tanggal irar.tt 
I 
�UPATI PANGKAJ ' 
i 

' 

RAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

ANWARRECCA 

BERITA DAERAH KABUPAT NOMOR EN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016 




